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RINGKASAN

Deagan disabkannya Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu pada
tanggal 18 Pebruari 2003 yang lalu  telah membawa iklim perpolitikan yang
berwawasan gender yaitu dengan secara eksplisit memuat pasal yang membcerikan
peluang  30% untul perempuan. Hal ini dilatar belakangi dengan minimnya wakil
perempuan dalam anggota legislatif khususnya di Jawa Tengah, padahal lebih dari
separoh pemilih adaiah perempuan. Dimotivasi oleh fenomena tersebut maka perlu
diteliti apel:ah mainizaumnya keterwakilan perempuan didatas disebabkan oleh adanya
isu gender. Penelitian ird bertujuan untuk menguji bagaimana sistem nilai masyarakat
perpolitiken di Jawa Tengah terhadap isu gender dan pengaruhnya terhadap sistem nilai
individu para elite politik  yang bersangkutan yang pada gilirannya juga mempengaruhi
peluang perempuan wibuk menjadi anggota legislatf.

Penzlitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan kuesioner
yang dikirim melaly! mail survey dan kurir langsung. Dari 150 kuesioner yang dikirim
diperoleh respon 54 cksemplar, dua tidak lengkap, schingga kuesioncer yang siap olah
sebanyak 32 kuesicner. Data dianalisis dengan uji validitas dan reliabiltas yang
sclanjutnya  dianalisis untuk menguji hipotesis yang diajukan dengan alat analisis regres’
sederhana dengan tingkat signifikansi 5%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  sistem nilai masyarakat politik di Jawa
Tengah leaih cenderung menempatkan perempuan pada peran domestik, sedangkan para
elite politik: lebilh menempatkan perempuan pada posisi netral. Terdapat pengaruh yang
signifikan bahwa sistem nilai yang ada di masyarakat tentang gender tersebut pada
sistem nila’ individu, dengan koefisien regresi 1 dan Sig 0.000 atau lebih kecil dari 5%,
sehingga hipotesis pertama tidak dapat ditolak. Model tersebut memberikan koesifisien
determinast (R?) sebesar 38,5%, artinya variabilitas variabel dalam mempengaruhi
variabel dependen sebesar 38,5% dan lainnya dijelaskan oleh variabel lain.. Selanjutnya
sistem nilai individu terhadap isu gender yang dihipotesiskan mempengaruhi  peluang
perempuan tidak teroukti secara empiris karena nilai Sig 0.180 atau lebih besar dari 5%.
Para elite politik lebih setuju bahwa peluang perempuan untuk menjadi anggota legislatif
persifat nutural artinya mereka lebih cenderung mempersepsikan peluang tersebut yang
atas dasw realitas, Apabila dikaitkan dengan hasil Pemilu 2004 yang tidak mencapai
kuota 30", maka ada beberapa faktor yang barangkali mempengaruhi ketidak
tercapaiar. kuota terscbut antara lain pertama, jumlah calon anggota legislatif’ yang tidak
memenuhi kuota karsna memang tidak dipersiapkan. Kedua calon perempuan tersebut
tidak mendapatkan suara yang dipersyaratkan dun yang bersangkutan ditempatkan pada
nomor “sejatu”, Para elite politik sendiri  juga mempunyai alasan pemberian nomor
“sepatu” tersebut misalnya orang baru sehingga belum teruji loyalitasnya, senioritas dan
alasan yanyz memungiinkan lainnya.



ABSTRACT

This study vras motivated by the lack of representative for women in Central
Java Pariiament. In Pemilu legislation that was declared at 8" February 2003, it stated
that each politic party can propose at least 30% for women representative in the
candidates that will be elected in the Pemilu 2004 in Indonesia.  The study is aimed to
investigate if the gender issues of politician people affect the individual value, and the
further, the individual value affects the women opportunity getting as people’s
represencatives in the Central Java parliament.

The research used primary data collected by mail survey and sent by field
assistant. 150 questionnaires were sent and sent back 54 ones, 32 questionnaires were
analyzed, and the remain did not because of incompletely filled. To test hypothesis, data
were anelyzed by simple regression ‘

The resnlt showed that  the gender issues of politician people cmpirically
affected the individual value of the people’s representative in the Central Java
parliament. And the further, the individual value did no affect significantly the women
opportunity getting as people’s representatives. There were some arguments that why
the 30% quota for women representative in the Central Java parliament is not achieved,
those are the lack of women representative candidate for elected, the ‘ack of
requirement votes, and the candidates given in “shoe number™.
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Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuna Yang Maha Kuasa akhirnya
penelitian tcntahg kajian wanita dan penulisan laporan akhirnya dapat terselesaikan.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris Iyang mengkaji sensivitas gender para elite
politik dan kemungkinan pengaruhnya terhadap peluang perempuan untuk menjadi
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Kajian Empiris tentang Kepekaan Gender Elite Politik di
Jawa Tengah dan Pengaruhnya terhadap Peluang
Perempuan schbagai Anggota Legislatif

I. PENDAHULUAN

Indonesia adatah negara yang telah meratifikasi Convention on the Elimination of All
Discrimination Against Women (CEDAW), lyaitu Konvenst Penghapusen segaia bentuk
diskriminasasi terinadap perempuan pada tahun 1984. Konverensi P‘érempuun sed'mia telah
beberapa kali digelar d.iantaranya telah mendeklarasikan kesepakatan internasioan] yakni
Deklarasi Kairo yarg ditetapkan dalam Konferensi Dunia tentang Kependudukan dan
Pembangunan tahun 1994, selanjutnya juga deklarasi Beijing yang ditetapkan dalam
Konfererisi Perempuan Sedunia tahun 1995, Inti pokok kedua deklarasi diatas adatah
mengupayakan pentingnya keadilan gender dan keselaraan gender, setta pemberdayaan
perempuan dalam segala bidang, termasuk di bidang politik tanpa ada diskriminasi antara
laki-Jaki dan perempuén.

" Delam bidang politik, selama ini jumlah perempuan yang duduk di legislat.t relatif
masih kecil, artinya lieterwakilan perempuan di lembaga legislatif dibanding deagan jumlah
pemilih vang berjenis kelamin perefnpuan, yang paling tidak diharapkan mampu
membawakan aspirasi. perempuan hanya 9% dari total anggota legislatif pusat, pada hal
jumlah pemilih perempuan pada Pemilu 11999 lebih dari separo dari jumlah pemilih (52%).
Dibandingkan dengan Pemilu 1992, ketcrwakilén perempuan pada hasil Pemilu wersebut
sebesar 13% dari total pemilih. Prosentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif
diatas menimbulkan  kehawatiran  beberapa pihak  f(erutama para aklivis pcrcmpu.al'l dan

anggota DPR yang sensitif gender akan terjadi penurunan lagi pada Pemilu 2004 (Sri

T RHeT AK-UNe)



Suhandjati Sukri, 2003), Ketimpangan jumlah perwakiian anggota legislatif yang tidak
seimbang Jdengan kontribusi pemilih, yang sebagian besar perempuan tersebut selama
beberapa tahun telah dibicarakan banyak pihak, namun baru tahun 2003 ini mendapat respon
melalui pemberiun kuota “dapat sekurang-kurang 30%” dalam RUU Pemilu yang Jisahkan
tanggal 15 Pebruéri 2003 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-undang No
12 Tahun 2003 tentang P2milihan Umum.

Anggota legislatif yang sebagian besar laki-laki, sebagai wakil rakyat diharapkan
menyuaraken pula acpivasi perempuan, Namun hal ity sering terabaikan sehingga banyak
persoalan perempuan yang tidak tersentuh dalam pembahashn apalagi dipecahkan solusinya.
Sedikitnya jumlah perempuan di lembaga legislatif menyebabkan suara politik perempuan
ménjadi fernah, dan jika terjadi péngambi]an keputusan yang berpihak perempuan maka
diambil relalui voting. Di Jawa Tengah, jumlah lembaga legislatif dari hasil Perailu 1999
hanya sebesar 9% dari  total anggota DPRD di tingkat Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan
jumlah pemiilih dalam Pemilu 1999 untuk wilayah Jawa Tengah sebanyak 18.720.297 pemilih
(BPS Prepinsi Jawa Tengah 2000), sedangkan total perolehan suara yang sah pada Pemilu
1999 pada Juni 1999 (BPS Propinsi Jawa Tengah 2d00) untuk DPRD Tingkat I Jawa
Tengah berjumlah 17.189.225.

Dihahdingkan dengan hasil Pemilu tahun 2004 yang menggunakan metode pemilihan
iangsuﬁg terhadap wakil rakyat maka perolehan suara untuk wakil rakyat perempuan menjadi
naik yaitu sebesar [5% (Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah). Keterpilihan
perempuan dalam hal ini juga tidak terlepas sampai seberapa jauh perempuan Jiberi
keserpatit oleh pare elite politik partai yang bersangkutan, Dilihat dari perbandingan jumilah

wakil rakyat dari jenis kelamin perempuan vang hanya 9% dibanding dengan jumlah pemilih



b

perempuan dalam Pemilu 1999 di Jawa Tengah, dan 15% dalam Pemily 2004, maka jumlah
tersebut belom berimbang. Namun demikian representasi perempuan tidak saja  berarti
meningkatnya jumlah mereka dalam 1emb‘aga—_lembaga politik formal, tetapi terutama
terwakilinya kepentingan perempuan dalam pfoses pengambilan keputusan.

Dengan adanya kuota yang diberikan kepada wakil perempuan yang di cantumkan
dalam UU Pemilu 2003 yang disahkan tanggel 18 Pebruari 2003 yang lalu menumbuhikan
harapan baru akan terskomodasinya aspirasi kaum perempuan di Ilcmbaga icgislalil'. Namun

ketentuan itu masih diatas kertas dan masih memerlukan perjuangan panjang untuk
merealisasikannya. |

Disepakatinya knota bagi perempuan menunjukkan adanya kemauan poliiik untuk
menciptaken dunia perpolitikan  yang lebiﬁ sensitif gender, dibanding sebelumnya.
Seandainyz sensitivitas gender telah dimiliki oleh pimpinan parpol dan jajaran elite politik
anggota/calon anggota legislatif maka mungkin kuota itu tidak diperlukan, karecna dengan
kepekaan atau kesadaran gender mercka, maka mereka akan memberikan peluang seluas-
Juasnya untuk keterwakilan perempuan kepada perempuan tanpa ada pendiskreditan /

| diskriminasi perempuan.

Apabilé dilihat pasal 65 UU Pemilu tersebut, yang selengkapnya berbunyi * Setiap
Partai Politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DI'RD Propinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota uniuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan
perempuan sckurang-kurangnya  30%”; maka perlu disimak adanya kata “dapat™ diatas.
Kata “dapat“ pada pasal diatas perlu dicermati sehihgga dapat menimbulkan peluang yang
lebih kecil dari 30% apabila kepekaan jender elite politik rendah. Banyak perempuan yang

kandas di tengah jalan sewaktu pencalonan legislatif maupun eksekutif dengan alasan klasik



dalam sistem tatanan nilai .yang leI;ih cenderung menempatkan perempuan pada peraﬁ
domestik. Apabila demikian .maka diperlukan perjuangan panjang untuk mencapai kuota
di;ltas.

Namun sebaliknya kata “dapat’ diatas juga dapat memberikan peluang kaum
perempuar. lebih besar jika para clite politik mempunyai kepekaan/kesadaran gender yang
tinggi, kareia delam pasal diatas memuat kata-kata sekurang-kurangnya. Hal ini merupakan
lantangan bagi perempuan, siapkah mercka menjadai anggota legistatif 7 Dalam hal ind
kesadaraan bc-rpolitil( perempuan juga perlu d‘itingkatkan untuk memilih wakil-wakil mereka
dah pimpiran negara yang dapat membangun Kkesejahteraan semua rakyat tanpa ada
diskriminasi, schingga perempuan dapat menjadi mitra sejajar pria dalam membangun

bangsa dan negara.

Perumusan Masalah

Waita  merapakan sumber daya  yang dapat mengembangkan kemarapuannya
semaksimal mungkin sejajar dengan pria tanpa dipengaruhi oleh gender. Pengertian gender
bukan sinonim dari kata perempuan. Gender mengedepankan tentang apa arti menjadi atau
berperan sebagai pererapuan dan sebagai laki-laki sebagaimana yang dikonstruksi oleh
tatanan' nilai budaya dan masyarakat. Kecilnya proporsi keterwakilan perempuan di iembaga
legislatif dibanding der.gan jumlah pemilih berjenis perempuan dalam Pemilu  dihawatirkan
akibat belum adanya kepekaan gender oleh para elité politik, sehingga keikut sertaan kaum
wanita dalam pembangunan terutama dalam perwakilan rakyat masih pada tingkat yang
rendah. Hal ini yang melatar belakangi adanya pasal dalam UU Pemilu  yang memuat secara

ekplisit pengaturan pemberikan kuota pada keterwakilan perempuan d' dalam anggota



legislat'iﬁ Namun pasal tersebut juga masih 1mengandung peluang bahwa keterwakilan
perempuan akan tetap kecil atau lebih rendah dari kuota, apabila kesadaran / kepekaan
gender para elite pclitik rendah. Namun apabila kesadaran gender cukup tinggi maka
secbenarnya kuota tidak diperlukan karena secara implisit para elite politik akan memberikan
peluang sebesar-besarrnya kepada perempuan tanpa ada deskriminasi.. Sedangkan kesadaran
gender dapat terbentux oleh tatanan nilai tradisi dan masyarakat tentang peran laki-laki dan
perempuan. Oleh karena itu perumusan masalah penelitian dapat dirumuskan dalam statement
sebagai berikut : Pagaimana tatanan nilai budaya dan masyarakat tentang gender dan
pengaruhnya terhadap <epekaan gender para elite politik di Jawa Tengah éehingga akan
mempengaruhi peluasg perempuan untuk menjadi anggota legislatif untuk dapat mewakili

kepentingar perempuzn khususnya di Jawa Tengah.





